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Implications of Establishing Village-Owned Enterprises After Law Number 11 of 2020 
concerning Job Creation (Case Study of Bumdes in Ngawi Regency) 
 
Abstract.  The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and the issuance of 
Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises. Provide a slight 
change of view regarding Village Owned Enterprises (BUM Desa). Clearly describes the change from a 
non-legal entity to a legal entity, and to obtan the status of a Village BUM legal entity, the Village 
Government must register BUM Desa electronically to the Minister through the Village Information 
system which has been integrated with the Legal Entity Administration System at the ministry. Which 
organizes government affars in the field of law and human rights. The regulation explans that Village-
Owned Enterprises have the status of a legal entity but their establishment does not use a notary deed. 
Only by electronic registration from the Ministry of Law and Human Rights. Therefore, the author 
wants to analyze the implications of the establishment of BUM Desa after the enactment of Law 
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Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Based on this, the author formulates the problem, namely: 
first: What are the implications of the establishment of BUM Desa which was established after Law 
Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Second: What are the problems with BUM Desa after the 
promulgation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This legal research is a combination 
of empirical normative research, the research was carried out by reviewing and examining secondary 
data first which was then continued with primary data obtaned by interviews. The results of this 
research conclude that BUM Desa obtans Legal Entity status when an electronic registration is issued 
by the minister who handles government affars in the field of Law and Human Rights which is 
integrated into the legal entity administration system. However, due to the long registration process 
in the Village Ministry System, BUM Desa has not been able to carry out collaborative activities on a 
legal basis because it is not yet legal as a legal entity. 
 
Keyword: Village Owned Enterprices (BUM Desa), Lefal Entities, Job Creation Law. 
 
Abstrak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa memberikan sedikit 
perubahan pandangan mengena Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perubahan tersebut 
diantaranya BUM Desa dari badan usaha tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum, dan untuk 
mendapatkan status badan hukum BUM Desa maka Pemerintah Desa harus melakukan pendaftaran 
BUM Desa secara elektronik kepada Menteri melalui sistem Informasi Desa yang sudah terintegrasi 
dengan Sistem Administrasi Badan Hukum pada kementrian yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa 
Badan Usaha Milik Desa Memiliki status badan hukum tetapi pendiriannya tidak memalua 
musyawarah desa maupun akta notaris. Hanya dengan pendaftaran secara elektronik dari 
Kemenkumham. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis mengena implikasi pendirian BUM Desa 
Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka 
penulis merumuskan permasalahan yatu: pertama: Bagamana Implikasi atas pendirian BUM Desa yang 
didirikan pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua: Bagamana 
problematika BUM Desa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja. Penelitian hukum ini merupakan gabungan penelitian normatif empiris, penelitian 
dilakukan dengan mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan 
dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, 
BUM Desa memperoleh status Badan Hukum saat diterbitkannya pendaftaran secara elektronik dari 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Hukum dan HAM yang terintegrasi 
dalam sistem administrasi badan hukum. Namun, karena lamanya proses pendaftaran di Sistem 
Kementerian Desa mengakibatkan BUM Desa belum bisa melakukan kegiatan kerjasama dengan dasar 
legalitas karena belum sah sebaga badan hukum. 
 
Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Badan Hukum, Undang-Undang Cipte Kerja. 

 
 
 
PENDAHULUAN 

Desa adalah bagian terkecil dari negara yang paling dekat dengan masyarakat 
dan memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat. Dalam Pasal 

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
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dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).1 

Sebaga bagian dari Pemerintahan terendah dalam suatu wilayah negara, desa 

wajib melakukan pembangunan berupa fisik maupun sumber daya manusia dalam 
upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. 

Salah satu letak pembangunan yang dapat menghasilkan peningkatan dalam kualitas 

sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat terdapat pada bidang ekonomi 
untuk mencapa tujuan pembangunan nasional. Hadirnya Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dapat menjadi sarana dalam 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diharapkan 

mampu membangun desa dengan pendekatan struktural dan kultural.2 
Sebaga sarana dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian desa dengan 

mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, 
menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lannya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa maka dibentuklah badan hukum 
yang didirikan oleh desa yang dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Desa/ BUM 
Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini 
menjadi pengungkit kemandirian Desa.3  

Pada Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang 
Desa. ketentuan pertama yang diubah Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa, yang menjelaskan tentang pengertian Badan Usaha Milik 

Desa (BUM Desa) sebaga berikut: “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut 

BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-
desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha 

lannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” 
BUMDes, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6, adalah badan usaha. 

Oleh karena itu, ketika dibandingkan dengan badan hukum semacam perseroan 

terbatas, mereka sulit mendapatkan permodalan dari bank dan bekerja sama dengan 

pihak lan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 2020 Tentang Cipta Kerja pada tahun 2020, yang mengatur berbaga 

sektor dan mengubah banyak pasal. Salah satu contohnya adalah Pasal 117 Undang-

Undang Desa, yang mengubah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa, yang 
sebelumnya menyebutkan BUMDes sebaga badan usaha, menjadi "badan usaha" 

dalam Undang-Undang Cipta Kerja. 

 
1 Saeful Bachrein, Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Pembangunan dan 

Kebijakan Pembangunan Perdesaan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 8 No. 2, Juni 2010. hlm 
133-149. 

2 Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada 
Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta, Modus, vol. 28 (2), 2016.  hlm 156 

3 Amelia Sri Kusuma Dewi, Interpretasi Dan Implikasi Yuridis Pengaturan Bentuk Badan Hukum 
Badan Usaha Milik Desa,  Volume 9, Issue 2, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827 Nationally Accredited 
Journal, Decree No. 30/E/KPT/2018. August 2021. hlm 497. 
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Dalam Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa BUM Desa didirikan 

berdasarkan musyawarah desa dan kemudian disahkan dengan Peraturan Desa. 

Namun, BUM Desa berbeda dari badan usaha lan yang didirikan dengan akta notaris 
dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pihak ketiga yang akan berhubungan dengan 

BUM Desa dalam kerja sama harus meminta pendirian BUM Desa yang disahkan 

dengan akta notaris. Pada akhirnya, ini menimbulkan masalah yang signifikan ketika 
BUM Desa menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan ini mungkin selalu 

berhubungan dengan pihak ketiga atau bekerja sama dengan pihak desa lan, bahkan 

jika mereka bekerja dengan bank untuk mendapatkan kredit perbankan, yang 

memerlukan peraturan lan.4 
Berdasarkan data Kementerian Desa, terdapat 50.151 BUMDes dan 5.199 

BUMDes Bersama dan total keseluruhan BUMDes yang secara Nasional berjumlah 

52.364 BUMDes. Terdata 15.552 BUMDes sudah mendapat status sebaga badan 
hukum sesua dengan ketetapan Kementrian Desa berdasarkan PP No.11 Tahun 2021 

dan RAPERMEN Desa PDTT tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan BUMDes. 5 

Desa Sambirejo yang terletak di Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi 

telah memiliki BUMDes yang diberi nama BUMDes Sumber Rejeki Sambirejo yang 
didirikan melalui Musyawarah Desa pada Tahun 2017 dan telah dilengkapi dengan 

berbaga dokumen penting untuk mendapatkan status sebaga Badan Hukum yang 

sah. Namun, dikarenakan belum terselesanya proses pendaftaran di Kementerian 
Hukum Republik Indonesia, mengingat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No. 11 Tahun 2021, "BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh status 

badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari 

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 

asasi manusia."  

 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat 
dirumuskan sebaga berikut: 
1. Bagamana Implikasi atas pendirian BUM Desa yang didirikan pasca Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? 
2. Bagamana problematika BUM Desa setelah diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? 
 
Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis sebaga 
berikut: 

1. Untuk menganalisis Implikasi atas pendirian BUM Desa yang didirikan pasca 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

 
4 Akmal Hidayat, Hukum BUM Desa: Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM 

Desa, Badan Hukum dan pertanggungjawaban hukum BUM Desa). Cet ke-1, Samudra Biru. Yogyakarta. 
2018. hlm 17. 

5 Pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUMDesa/ BUM Desa bersama, Dashboard 
(kemendesa.go.id). Akses 8 September 2023 pukul 10.37 WIB. 
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2. Untuk menganalisis problematika BUM Desa setelah diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

 
METODE PENELITIAN  

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan 
(library research) yang bersifat normatif empiris. Penelitian dilakukan dengan 
mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan 
dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Telaah tentang Badan Hukum, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan 
Keabsahan Hukum terkat pendirian Badan Hukum. 
 
Konsep Badan Hukum 

Badan hukum bahasa Belanda, badan hukum disebut "Rechtpersoon", dan 
seorang "Rechtpersoon" adalah suatu badan yang memiliki kekayaan, hak, dan 
tanggung jawab yang sama dengan orang-orang pribadi.6 

Suatu lembaga atau badan tidak selalu diberi status sebaga badan hukum. Ini 
dapat terjadi karena peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga tersebut 
disebutkan sebaga badan hukum dalam Undang-Undang yang bersangkutan, atau 
dengan pengesahan instansi tertentu atau campuran dari kedua hal tersebut, atau 
yurisprudensi. 

Sebaga subjek hukum, badan hukum memiliki banyak teori, termasuk:7  
1)  Badan Hukum sebaga wujud nyata yang dianggap mempunya kelengkapan 

panca indera sendiri sebagamana manusia, maka akibatnya badan hukum dapat 
dipersamakan seperti manusia. 

2) Badan Hukum tidak sebaga wujud yang nyata, yang dimana di belakangnya 
terdapat manusia. Akibatnya jika badan hukum tersebut berbuat suatu 
kesalahan, maka kesalahan tersebut merupakan kesalahan manusia yang berada 
di belakangnya. 

Sebaga subyek hukum, badan hukum memiliki unsaur-unsur yang dapat 
melakukan perbuatan hukum dengan hubungan hukum, memiliki harta kekayaan 
sendiri, mempunya pengurus, memiliki hak dan kewajiban, serta dapat digugat dan 
menggugat di pengadilan. Menurut doktrin ajaran umum, untuk memenuhi kriteria 
sebaga subyek hukum, badan hukum harus memiliki kekayaan yang terpisah dan 
tujuan tertentu, mempunya kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.8 

 
 
 

 
6 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Sinar Grafika, 2006. hlm 25. 
7 Sentosa Sembiring, Keberadaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli 

desa. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, 39: 16-32. 
8 R. Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, 

Yayasan, Wakaf, . . . hlm 54. 
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Jenis-Jenis Badan Hukum 
Menurut Purwosujipto, suatu badan hukum memenuhi syarat-syarat formal 

dan material sebelum dapat diakui sebaga badan hukum. Komponen yang diperlukan 
diantaranya bahwa harta kekayaan digunakan untuk tujuan yang berbeda dari harta 
kekayaan pribadi pendiri atau sekutu badan, bahwa tujuana adalah kepentingan 
bersama, dan bahwa hanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan.9 

Namun, syarat formal adalah pengakuan negara yang mengakui suatu badan 
hukum sebaga badan hukum. Sebaga subjek hukum yang berkedudukan sebaga 
pendukung hak dan kewajiban, badan hukum diakui eksistensinya. Berdasarkan 
Pasal 1653 KUHPerdata, terdapat 4 jenis badan hukum yatu: 

1)  Badan  hukum  yang  didirikan  oleh Pemerintah.  Termasuk  dalam kategori  
badan  hukum  ini  adalah badan  hukum  publik  seperti provinsi,  kabupaten,  
kota  dan  lan sebaganya; 

2) Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah, misalnya gereja atau badan 
keagamaan lannya; 

3) Badan Hukum yang diijinkan oleh Pemerintah; serta 
4) Badan Hukum yang didirikan oleh pihak swasta atau partierlir. 

BUM Desa secara teoritis dapat dikategorikan sebaga badan hukum karena 
memiliki kekayaan yang berbeda dari aset Desa, memiliki organisasi kepengurusan 
yang teratur di luar struktur pemerintahan Desa (yatu, pelaksana operasional, 
pengawas, dan penasehat), dan memiliki aturan internal sendiri (Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga). Dengan demikian, jika ada dikotomi antara BUM Desa 
dan badan hukum publik, maka BUM Desa dapat diklasifikasikan sebaga badan 
hukum. 
 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

BUMDes sebaga salah satu sumber pendapatan asli desa yang diharapkan 
dapat mengelola aset desa, jasa pelayanan, serta usaha lannya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mencapa tujuan tersebut, kepala desa sebaga 
pemerintah desa diberi wewenang dalam fungsi ekonomi antara lan untuk 
mengembangkan sumber pendapatan desa, dan mengusulkan dan menerima 
pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
desa. 10 

Aspek dan Jenis Usaha BUM Desa Ada terdapat tiga jenis usaha yang dapat 
dikembangkan yatu jasa, riil, dan layanan pembinaan dan pendampingan usaha. 
Sektor jasa ini mencakup layanan keuangan, angkutan barang, sewa traktor tangan, 
wisata desa, pengelolaan air bersih, perdagangan sembako, dan banyak lagi adalah 
sektor jasa selain jasa keuangan. Saat ini, Ditjen PPMD dan Kemendesa PDTT 
mendukung BUM Desa sebagai salah satu sektor jasa untuk mengelola pasar desa.11 

 
9 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 

1982. hlm 63. 
10 Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Desa. 
11 Suparji, Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), UA Press, Jakarta Selatan.  

2019. hlm. 12 
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BUMDes pada awalnya adalah badan hukum. Menurut penjelasan Pasal 213 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Badan 
Usaha Milik Desa harus berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyatakan bahwa bentuk Badan Usaha 
Milik Desa yang disebutkan pada ayat (1) harus berbadan hukum. 

Untuk mendapatkan status sebagai Badan Hukum, maka BUMDes perlu 
malalui alur pendaftaran guna mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2021 dan Rapermen Desa PDTT tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan 
BUM Desa, alur pendaftaran Badan Hukum BUMDesa berupa pendaftaran nama, 
persetujuan nama, musyawarah desa/ musyawarah desa bersama, pendaftaran BUM 
Desa dan penerbitan sertifikat pendaftaran Badan Hukum.12 

 
Analisis terhadap Implikasi atas pendirian Badan Usaha Milik Desa yang 
didirikan pasca Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
 
1. Kekuatan Hukum Pendirian BUM Desa sebaga Badan Hukum setelah UUCK 

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja pasal 117 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 6 UU Desa dan memberikan 
definisi operasional untuk BUM Desa, memberikan kejelasan tentang status badan 
hukum BUM Desa bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM 
Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa-desa 
guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha 
lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”13 

Namun, proses penegasan status badan hukum BUM Desa dalam UU Cipta 
Kerja dan UU tentang BUM Desa harus dilanjutkan dengan revisi UU 12/2011. Ini 
dilakukan untuk memperkuat Perdes sebagai dasar hukum untuk pendirian BUM 
Desa sebagai badan hukum publik. 

Dalam Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2017, Pemerintah Desa Sambirejo 
mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang diberi Nama Badan Usaha 
Milik Desa “Sumber Rejeki” Sambirejo sebagai upaya untuk mengelola usaha, 
memanfaatkan aset, meningkatkan investasi dan produktivitas, menyediakan 
layanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya dengan tujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.14  

Berdasarkan wawancara terhadap Direktur BUM Desa Sumber Rejeki 
Sambirejo, BUMDes Sumber Rejeki Sambirejo tersebut didaftarkan Ke Sistem 

 
12 Dashboard (kemendesa.go.id), diakses Rabu, 27 Desember 2023 pukul 20.40 WIB. 
13 Muhammad Ari Firdausi Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, “The Essence of ’Aql as Kamāl 

Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education,” Jurnal Dialogia 20, no. 1 (2022): 176–
205, https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533. 

14 Pasal 2 Peraturan Desa Sambirejo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar 
Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki Sambirejo. 
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Administrasi Badan Hukum15 (SABH) pada AHU Online Kementerian Hukum dan 
HAM, karena persyaratan untuk mendaftar belum terpenuhi dalam hal perbaikan 
dokumen hukum. Jadi BUM Desa Sumber Rejeki Sambirejo dikatakan sebagai badan 
usaha berbadan hukum karna belum melakukan pendaftaran untuk memperoleh 
status badan hukum.16 
 
2. Kelemahan dan kekurangan dalam perkembangan BUM Desa setelah UUCK 

Untuk memperoleh status Badan Hukum pemerintah Desa melakukan 
pendaftaran BUM Desa kepada Menteri melalui sistem informasi Desa, hasil 
pendaftaran BUM Desa tersebut terintegrasi dengan sistem administrasi Badan 
Hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan 17pemerintahan dibidang 
hukum dan Hak Asasi Manusia, hasil pendaftaran tersebut menjadi dasar Menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi 
Manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran Badan Hukum BUM Desa.18  

Kepentingan hukum subjek hukum (manusia dan badan hukum) harus 
dijamin atas dasar ketentuan keperdataan. Karena badan hukum maupun manusia 
selalu mengikatkan diri dalam suatu persetujuan atau perjanjian. adanya hubungan 
perdata antara subjek hukum (manusia dan badan hukum) secara perikatan dan 
dituangkan ke dalam akta Notaris, sehingga menjadi dasar pembuktian dari pada 
yang telah para pihak, perjanjian dan ditetapkan atas kepentingan masing-masing. 
Karena akta Notaris sebagai alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, maka sudah 
subjek hukum (orang dan badan hukum) mempergunakannya untuk menjamin hak 
perdata mereka, setelah terjadinya suatu perjanjian tertentu antara subjek hukum.19 

Pada prakteknya di BUM Desa Sumber Rejeki Sambirejo yang pendiriannya 
melalui musyawarah desa dengan adanya Peraturan Desa sebagai dasar hukum, serta 
sedang dalam proses pendaftaran Ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) 
pada AHU Online Kementerian Hukum dan HAM,20 maka pendirian nya sudah 
memiliki bukti pendirian yang sempurna, namun dalam hal terjadi sengketa dengan 
pihak lain, BUM Desa sebagai badan hukum dan pihak lain sebagai subjek hukum 
harus melakukan perjanjian. 21 

 
15 Muhammad Rasyidil Fikri Alhijri dkk., “Islamic Education for Women Based On Buya Hamka 

and Murtadha Muthahhari’s Thoughts” 12, no. 3 (2023), https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.4082. 
16 Anika Triyatno, Direktur Badan Usaha Milik Desa “Sumber Rejeki” Sambirejo, Wawancara, 

Desa Sambirejo, tanggal 15 Desember 2023. 
17 Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar, “Comparative Study 

of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah,” Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam 6, no. 1 (9 
Februari 2022): 83, https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837. 

18 Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. 
19 Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm, “The 

Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge,” 
Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62, 
https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v7i1.8456. 

20 Rakhmad Agung Hidayatullah dkk., “Membangun Islamic Human Resource Development (I-
HRD) di Perguruan Tinggi Berlandaskan Worldview Ekonomi Islam” 9, no. 1 (2023): 973–86, 
https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8492. 

21 Nur Hadi Ihsan dkk., “WORLDVIEW SEBAGA LANDASAN SANS DAN FILSAFAT: 
PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM,” t.t., 31, https://doi.org/DOI: 10.28944/reflektika.v17i1.445. 
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KESIMPULAN 
1. BUM Desa memperoleh status Badan Hukum saat diterbitkannya pendaftaran 

secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di 
bidang Hukum dan HAM yang terintegrasi dalam sistem administrasi badan 
hukum. Dengan demikian sertifikat elektronik mempunyai kekuatan hukum yang 
sama dapat dijadikan alat bukti seperti akta notaris. Hal ini berdasarkan Pasal 5 
Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya 
merupakan alat merupakan alat hukum yang sah yang merupakan perluasan dari 
alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.  

2. Kekurangan dan kelemahan BUM Desa yang didirikan dengan Musyawarah Desa 
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 yang menyatakan 
bahwa BUM Desa sebaga badan hukum yang apabila menjalankan bisnis secara 
terbuka dan selalu berhubungan dengan pihak ketiga atau bekerja sama dengan 
pihak desa lain, atau saat menjalankan hubungan hukum dengan bank yang 
membutuhkan legalitas formal, seperti saat menjalankan hubungan hukum 
dengan bank untuk membuka rekening dan kantor pajak untuk pembuatan 
NPWP, dalam rangka pengajuan kredit akan dimintakan Akta Notaris untuk 
pengikat antara kerjasama pihak yang bersangkutan. Namun, karena lamanya 
proses pendaftaran di Sistem Kementerian Desa mengakibatkan BUM Desa belum 
bisa melakukan kegiatan kerjasama dengan dasar legalitas karena belum sah 
sebaga badan hukum. 
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